PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR  TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISAS| DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor
061/273/SJ, tanggal 30 Januari 2009 perihal Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang periu
merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

bahwa perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas mengatur juga
penambahan struktur organisasi dan kelembagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan
Pengurus Kabupaten Komps Pegawai Republik Indonesia
Kabupaten Lampung Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang

Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l termasuk Kota
Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1874
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nornor 168 Tahun 2008 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4660);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44.28);

Peraturan Pemerirtah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota;



Menetapkan :

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Negen Sipil Republik Indonesia Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor. PER/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan
Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik indonesia;

20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh
dan diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus dan Sekretariat Korps Pegawai Republik
Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR
06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISAS!I DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 9 (sembilan) angka, yakni angka 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten L.ampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
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Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli
Bupati, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Sekretanis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan. '

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspekiorat, Badan,
Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, Satuan dan Kantor.

Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektur, Kepala
Badan, Direktur, Kepala Satuan dan Kepala Kantor.

Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah
Lembaga Lain Sebagai Bagian dan Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan, terdiri dari Badan dan Sekretariat.

Kepala Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah
adalah Kepala Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Kepala Badan dan
Kepala Sekretariat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat
disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala BPBD yang selanjutnya dapat disebut Kepala BPBD adalah
Kepala BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dapat
disebut Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang
selanjuthnya dapat disebut Unsur Pengarah BPBD Kabupaten
Lampung Selatan.

Unsur Pelaksana BPBD yang selanjutnya dapat disebut Pelaksana
BPBD adalah Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya dapat disebut Kepala
Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung
Selatan.
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Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia
yang selanjutnya dapat disebut Dewan Pengurus Kabupaten
KORPRI adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten
Lampung Selatan.

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten
Lampung Seiatan.

Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kehala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan.
Camat adalah Camiat se-Kabupaten Lampung Selatan.
Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan.
Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di
dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

Ketentuan BAB il Bagian Kedua Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Qrganisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahl :
1. Bagian Bina Pemerintahan, membawabhi :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Pertanahan;
c. Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Bagian Otonomi Daerah, membawabhi:
a. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga,
b. Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah;

¢. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Perangkat
Desa.

3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
a. Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pembentaan;
b. Sub Bagian Protokol;
¢. Sub Bagian Redaksi dan Publikasi.
4. Bagian Hukum, membawahi:
a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
¢. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.



¢. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,
membawahi :

1. Bagian Perekonomian, membawahi :
a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
b. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
¢. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.

2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,
membawahi:

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Daya Alam;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat , membawabl :

1. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan,
membawabhi :

a. Sub Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan,

b. Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan
Olahraga;

c. Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan
Perempuan dan Anak.

2. Bagian Bina Mental! Spiritual, membawahi;
a. Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
b. Sub Bagian Urusan Haiji dan Perayaan Keagamaan;
c. Sub Bagian Dakwah.

o. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Organisasi, mermbawahi :
a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
¢. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
2. Bagian Umum, membawahi:
a. Sub Baglan Ketatausahaan;
b. Sub Bagian Rumah Tangga,
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bagian Keuangan, membawahi :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharaan;
¢. Sub Bagian Akuntansi.
4. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah, membawabhi :
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagian Pengadaan;
c. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan.

f. Kelompok .Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumliah
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah.



(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian yang bersangkutan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah.

(6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Keténtuan BAB IV Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

BAB IV
STAF AHLI BUPATI
Pasal 12

(1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana dalam
memberkan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Staf Ahli Bupati bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam
melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

(3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan hukum
dan politikk, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan.

(4) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia;

c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
d. Staf Ahli Bidang Keuangan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahii Bupati sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Ill, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan BAB V Bagian Kesatu Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga
berbunyi sebagai benkut :

a. Dinas Pendidikan

Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dinas Kesehatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika.

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil
Menengah.
h. Dinas Pertambangan dan Energi.

@ ~0aoyT



Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
Dinas Pertemakan.
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dinas Kehutanan.
. Dinas Perkebunan.
Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Dinas Pendapatan Daerah.
Dinas Pekeriaan Umum.

Do 3 - FTT

(5) Ketentuan BAB V Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 14, Paragraf 2
Pasal 15, Paragraf 3 Pasal 16 dan Paragraf 4 Pasal 17 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 14

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah
Pemerintah Daerah dibidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 15

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang pendidikan;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
d. pelayanan administratif; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.



Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

¢. Bidang Pendidikan Dasar, membawabhi :
1. Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Luar Biasa;
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan,;
3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Seksi Pendidikan Masyarakat.

f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumiah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dlbawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d, e
dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d, e
dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang bersangkutan.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior
sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepaia
Dinas.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(6) Ketentuan BAB V diantara bagian kedua dan bagian ketiga ditambah
1 (satu) bagian yakni bagian kedua A dan diantara Pasal 17 dan 18
di sisipkan 4 (empat) Pasal, yakni 17 A, 17 B, 17 C dan 17 D
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 17 A

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi
daerah Pemerintah Daerah dibidang pemuda dan olahraga yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 17 B

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan kabupaten di bidang kepemudaan dan

keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
' berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 17 C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 B, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;

b. penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang pemuda dan olahraga;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan
olahraga;

d. pelayanan administratif, dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17D

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.



c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan;
2. Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Kepemudaan;
3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.

d. Bidang Keolahragaan, membawahi:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
2. Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Keolahragaan;
3. Seksi Seleksi Keolahragaan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan,
2. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
3. Seksi Kesejahteraan.

f. Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumiah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,d,e
dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,d,e dan
f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior -
sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Ketentuan BAB V Bagian Kelima Paragraf 4 Pasal 29 ayat (1) huruf ¢
angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), huruf d angka 1 (satu), 2 (dua)
dan 3 (tiga) serta huruf e angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretanat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan;



3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Sosial Anak Keluarga dan Lanjut Usia;

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal,
korban Mapza dan Tuna Sesial;

3. Seksi Pelayanarn dan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang
Cacat.
d. Bidang Jaminan, Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial,
membawahi;
1. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin,
Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;

2. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
dan Pembinaan Potensi Sosial Masyarakat;

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial.

e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi;
1. Seksi Pelatihan, Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga
Kerja;
2. Seksi Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Norma
Ketenagakerjaan;

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan dan Penindakan.
f. Bidang Transmigrasi, membawabhi :

1. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi;

2. Seksi Pemindahan dan Penempatan;

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

(8) Ketentuan BAB V Bagian Keempat Belas Paragraf 1 Pasal 62,
Paragraf 2 Pasal 683, Paragraf 3 Pasal 64 dan Paragraf 4 Pasal 65
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas
Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 62

Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan adalah unsur pelaksana
otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pasar, kebersihan dan
keindahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 63

Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemernntahan daerah dibidang Pasar,
Kebersihan dan Keindahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.



Paragraf 3
Fungsi
Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pasar, Kebersihan dan
Keindahan,

b. penyelenggaraan urusan pemenntahan dan pelayanan umum
dibidang Pasar, Kebersihan dan Keindahan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pasar, Kebersihan
dan Keindahan;

d. pelayanan administratif; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
" tugas dan fungsi Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan,
terdin dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

¢. Bidang Pengembangan Pasar, membawahi :
1. Seksi Pembinaan Pedagang Pasar;
2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar;
3. Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar.

d. Bidang Pendapatan, membawahi;
1. Seksi Penetapan;
2, Seksi Penerimaan;
3. Seksi Pendapatan Lain-lain.
e. Bidang Kebersihan dan Keindahan, membawahi;
1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Operasional;
3. Seksi Sarana dan Prasana.
f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawabhi :
1. Seksi Pertamanan;
2. Seksi Pemakaman;
3. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame.

g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdin dan sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d, e
dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d, e
dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior
sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungiawab kepada Kepala
Dinas.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan
Keindahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(9) Ketentuan BAB V Bagian Keenam Belas Paragraf 1 Pasal 70,
Paragraf 2 Pasal 71, Paragraf 3 Pasal 72 dan Paragraf 4 Pasal 73
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Belas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 70

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah
Pemerintah Daerah dibidang pendapatan yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 71

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Paragraf 3
Fungsi
Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

C.

o a

perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang pendapatan,;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang
pendapatan;

peiayanan administratif; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 73

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dan :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Penetapan, membawahi :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
3. Seksi Keberatan dan Banding.
d. Bidang Penagihan, membawabhi :
1. Seksi Penagihan Pajak;
2. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan lain-lain;
3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
1. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
3. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d, e

dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.



(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d, e
dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior
sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(7/)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIIl, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

(10) Ketentuan BAB VI Bagian Kesatu Pasal 78 Ayat (2) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
a. Inspektorat;
. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Lingkungan Hidup Daerah;
. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
. Badan Ketahanan Pangan;
Badan Kesatuan Bangsa, Palitik dan Perlindungan Masyarakat;
Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda;
k. Satuan Polisi Pamong Praja;
l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
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(11) Ketentuan BAB V| Pasal 86 ayat (1) huruf f diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 86

(1)SUsunan Organisas! Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, terdiri dari:

a. Kepaila Badan.

b. Sekretariat, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

¢. Bidang Ekonomi, membawahi :
1, Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Pariwisata,
Kehutanan, dan Perkebunan;

2. Sub Bidang Industri Dunia Usaha, Keuangan dan
Pertambangan.
d. Bidang Pemerintah, Scsial dan Budaya, membawahi :
1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;

2. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteran
Sosial.



e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah membawabhi :
1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, Permukiman dan Perairan.

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Pembangunan
Daerah;

2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumiah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan ketsrampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

{(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d,
e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang vyang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional
senior sebagal ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXi, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(12) Ketentuan BAB VI Pasal 98 ayat (1) huruf ¢ angka 1 dan 2, serta

huruf d angka 1 dan 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 98

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana, terdiri dari ;

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawabhi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.



¢. Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga, membawahi :
1. Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga;
2. Sub Bidang Pengembangan Jaringan Informasi.

d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana (KB),
membawahi :

1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, membawabhi ;
1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga;
2. Sub Bidang AKIE dan Penggerakan Masyarakat.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

2. Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan
dan Kesetaraan Gender.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumiah Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d,
e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional
Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



(13) Ketentuan BAB VI Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 99, Paragraf 2
Pasal 100, Paragraf 3 Pasal 101 dan Paragraf 4 Pasal 102 serta
Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 103, Paragraf 2 Pasal 104,
Paragraf 3 Pasal 105 dan Paragraf 4 Pasal 106 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 99

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan adalah unsur
pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Kepegawaian Pendidikan
dan Latihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 100

Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang
bersifat spesifik dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Pendidikan
dan Latihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah
dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian
Pendidikan dan Latihan;

d. pelayanan administratif, dan

e. pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 102

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Latihan, terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



)

(3)

)

(5)

(6)

(7)

2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

¢. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawabhi :
1. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penetapan Gaji Pegawai.

d. Bidang Pendidikan, Latihan dan Pengembangan Pegawai,
membawabhi :
1. Sub Bidang Pendidikan Latihan Pegawai dan non
Pegawai;
2. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai

6. Bidang Psmbinaan dan Pemberhentian Pegawai,
membawahi:

1. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai;

2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan
Pegawai.

f. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, -
membawabhi :

1. Sub Bidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian;

2. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian
Informasi Kepagawaian.

g. Kelompek Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumiah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf ¢,
d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Badan.

Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional
Senior sebagai kelompok dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Latihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini. a



(14) Ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 103,
Paragraf 2 Pasal 104, Paragraf 3 Pasal 105 dan Paragraf 4 Pasal
108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 103

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah
unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 104

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplikasi dan keamanan dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 105

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu, menyelenggarakan funysi :

a. penyusunan program dan kebijakan dibidang penanaman modal
dan pelayanan perizinan terpadu;

b. penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu;

c. pembinaan dan pelaksanaan koordinasi proses penanaman
modal dan pelayanan perizinan terpadu;

d. pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu;

€. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan
pelayanan pernizinan terpadu; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu.



Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 106

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

()

(3)

@

(%)

(6)

@)

Perizinan Terpadu, terdin dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretanat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
1. Sub Bidang Promosi;
2. Sub Bidang Investasi.
d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:
1. Sub Bidang Pelayanan Izin Prinsip;
2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu dan Reklame.
e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan,
membawahi :
1. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
2. Sub Bidang informasi dan Pengaduan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Sekretaniat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf ¢, d
dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Badan.

Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional
senior sebagai kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini.



(15) Ketentuan BAB VI Bagian Kesepuluh Paragraf 4 Pasal 114 ayat (1)
huruf ¢ angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1
dan 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 114

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

(2)

(3)

4)

()

(6

Perlindungan Masyarakat, terdiri dan :
a. Kepala Badan.

b. Sekretanat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;,
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

¢. Bidang Kesatuan Bangsa, membawabhi :
1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
Bangsa;
2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Demokratisasi dan Hak
Azasi Manusia.

d. Bidang Pengkajian Masalah Politik, membawahi :
1. Sub Bidang Pengkajian Ideologi, Politik dan Sosial
Budaya;
2. Sub Bidang Pemilu dan Hubungan Antar Lembaga.

e. Bidang LINMAS dan Penanganan Konflik, membawahi :
1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
2. Sub Bidang Analisis Potensi dan Penanganan Konflik.

Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdin dan sejumiah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Sekretanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d
dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Badan.

Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional
senior sebagai kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.



(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran XXVIli, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(16) Ketentuan penulisan BAB Vi diubah menjadi Bab VIl Pasal 135,
ayat (2) huruf b dan ¢ diubah diantara Bagian Kesatu dan Kedua
disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesatu A dan Bagian
Kesatu B diantara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 15 (lima
belas) Pasal yakni Pasal 135 A, 135 B, 135C, 135D, 135E, 135 F,
135G, 135 H, 1351, 135 J, 135K, 135L, 135 M, 135 Ndan 135 O
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB Vil

LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN
DARI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 131

(1) Dengan Peratuian Daerah ini dibentuk L.embaga Lain sebagai
Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

(2) Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

c. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik
indonesia Kabupaten Lampung Selatan. o

Bagian Kesatu A
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 135 A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan
lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati, dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh
Sekretaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 135 B

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam :

a. menetapkan pedoman  dan pengarahan  terhadap
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan, rehabilitasi, serta rekonstruksi sacara adil
dan setara;



b. menetapkan standarisasi secara kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-
undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 135 C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135 B, BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien;

b. pengoordinasian  pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 135 D

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :
a. kepala;
b. unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
¢. unsur pelaksana penanggulangan bencana.

(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXXVA, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
Pasal 135 E

(1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya
disebut Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pengarah diketuai oleh Kepala BPBD, dengan anggota
pejabat dan unsur pemernntah daerah dan dan unsur

masyarakat profesional.



Pasal 135 F

(1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan
saran kepada BPBD dalam Penanggulangan Bencana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), unsur pengarah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan; dan
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggutangan bencana.

Pasal 135 G

Susunan Organisasi Unsur Pengarah, terdiri dati :

a. Ketua : Kepala BPBD

b. Anggota

a. 5 (lima) pejabat dari unsur pemenntah daerah, terdiri dan :

1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kefja dan Transmigrasi;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

b. 4 (empat) anggota dari unsur masyarakat profesional,
terdii dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat
Kabupaten.

Pasal 135 H

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan,
pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian dan pergantlan antar
waktu anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bericana

Pasal 135 |

(1) Untuk mempelancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas
dan fungsi BPBD, dibentuk Unsur Pelaksana Penanggulangan
Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pelaksana merupakan lembaga struktural yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.

(3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana
yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala
BPBD sehan-hari.



Pasal 135 J

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintergrasi, meliputi :
a. pra bencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pasca bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

1)

2

(3)

(4)

pada ayat (1), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi .

a. pengoordinasian, dilaksanakan melalui koordinasi dengan
satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi
vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak
lain yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca
bencana;

b. komando, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya
manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat
daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta
langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka
penanganan darurat; dan

¢. pelaksana, dilaksanakan secara terkoordinasi dan
terintegrasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi
vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan
kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135 K

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD ditetapkan dalam
klasifikasi B, terdiri dan :

a. Kepala Pelaksana;

. Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;,

. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Satuan Tugas; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari sejumlah jabatan

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, d
dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Pelaksana.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal
dan perangkat daerah dan instansi terkait.

@ 0o a o O



(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional
Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana.

Bagian Kesatu B
Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawal Republik Indonesia Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 135 L

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan
bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara
teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus
KORPR! Kabupaten dan secara teknis administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

(2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh
seorang Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 135 M

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai
tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan
administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap
seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI
Kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 135 N

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135 M, Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten
menyelenggarakan fungsi .

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan
kerjasama;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya,
mental dan rohani;

C. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat
Pengurus KORPRI Kabupaten; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.



17.

18.

19.

20.

Paragraf 4
Susunan Qrganisasi
Pasal 1350
(1) Sekretarat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama,

b. Sub Bagian Qlah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
dan

¢. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b dan huruf ¢, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekratariat Dewan Pengurus
Kabupaten KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXXVE, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Penulisan BAB VIl diubah menjadi BAB Vil sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAEB Vil
KECAMATAN

Ketentuan Penulisan BAB VIII diubah menjadi BAB IX sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KELURAHAN

Ketentuan Penulisan BAB IX diubah menjadi BAB X sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Ketentuan Penulisan BAB X diubah menjadi BAB Xl sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



21. Ketentuan Penulisan BAB X| diubah menjadi Bab XI|, dan Pasal

22.

23.

24.

156 ayat (3) dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB Xli
ESELON PERANGKAT DAERAH
Pasal 1566

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon Ila.
(2) Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas,

inspektur dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural
eselon lIb.

(3) Direktur, Kepala Kantor, Camat, Kepala Pelaksana Harian,

Kepala Pelaksana, Kepala Bagian, Sekretaris pada dinas,
Badan dan Inspektorat, serta inspektur Pembantu merupakan
jabatan struktural eselon tlla,

(4) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten

KORPRI, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala
Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah,
serta Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon
llib.

(5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang

dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, Badan dan
Lembaga Lain merupakan jabatan struktural eselon iVa.

(6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala

Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha
Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretarat
Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

(7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan

Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan
struktural eselon Va.

Ketentuan Penulisan BAB Xl! diubah menjadi Bab XIil sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BARB Xill
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Ketentuan Penulisan BAB XlIl diubah menjadi Bab XIV sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
TATA KERJA

Ketentuan Penulisan BAB XIV diubah menjadi Bab XV sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN



25. Ketentuan Penulisan BAB XV diubah menjadi Bab XVI sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2010
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO}MENOZA sZpP
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal |» Desermbes 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR


Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG

SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

UuMum

Sebagai tindaklanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061273/SJ
tanggal 23 Juli 2007. Perihal Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan revisi terhadap Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya revisi nomenklatur
kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Kantor
Penanaman Modal, “

Dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 4741) disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas
pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain
sebagai bagian dari perangkat daerah.

Mengingat pentingnya hal tersebut di atas dan mengingat Pemerintah Pusat
telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembentukan
beberapa lembaga lain di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
memutuskan untuk membentuk 2 (dua) lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan memasukkan dalam revisi Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2008.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Perubahan Nomenklatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi
Dinas Pendidikan.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17A

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pasal 17B

Cukup jelas.
Pasal 17C

Cukup jelas.
Pasal 17D

Cukup jelas,
Pasal 29

Perubahan nomenklatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 62
Perubahan nama Dinas Pasar dan Kebersihan menjadi Dinas Pasar,
Kebersihan dan Keindahan.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 70
Perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 86

Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Neger Nomor : 081273/SJ
tanggal 23 Juli 2007. Hal Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kahupaten Lampung Selatan, khususnya revisi
nomenklatur kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 98

Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061273/SJ
tanggal 23 Juli 2007. Hal Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya revisi
nomenklatur kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.



Pasal 135 H

Cukup jelas.

Pasal 1351
Cukup jelas.
Pasal 135 J
Cukup jelas.
Pasal 138 K
Cukup jelas.
Pasal 136 L

D.'-Jslai;1 hukum pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI

adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan
Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Komps Pegawai
Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat
dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;

4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 081877/SJ tentang
Pembentukan Sekretanat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan
Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Pasal 135 M
Cukup jelas.

Pasal 135 N
Cukup jelas.

Pasal 1350
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

L~ "PIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RYCKYN‘.MA SZP

SEKRETARIAT DAERAH NOMGog - TAHUN 2010 -
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TANGGAL : 2010
BUPATI
WAKIL BUPATI
STAF AHLI BUPATI |
1 .STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK -
2. STAF AHLI BID. KEMASY DAN SDM SEKRETARIS
3. STAF AHL1 BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Somrmmrmassmemcoroocosememimeoimees DAERAH
4. STAF AHL1 BID. KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
I T | i1
ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG ASISTEN BIGANG
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MINIS UMUM
PEMBANGUNAN ADI TRASI
{ | | | r 1 { | i T 1 ]
BAGAAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN RAGIAN BAGEAN BAMHAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
. BINA PEMERIN- OTONOML HUMAS & HUXUM FEREKONC- PEMBANGUNAN KESEIAHTERAAN HINA MENTAL ORGANIEAST UMM PERLENGKAP
TAHAN DAERAH PROTOKOL MIAN DIAN SUMBER, SOSIAL DAN SPIAITUAL KEUANGAN o N
DAY A ALAM KEMASYARAKATAN DAERAH
1 1 | ] | 1 | 1 _ | | | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN PELAVANAN SUH -
PELA SUB BAGIAN SUB BAGIAN Stm
TATA seniasaMa | | | sEmuMAsAR A Ertyeo B BAGIAN BOSIAL DAN BINA L‘ BAGIAN | BAGIAN SUB SUB BAGIAN
— ANTAR DAN | NDANGAN PERERD. FROGRAM —| KETENAGaKERIAAN ||T]  LEMBAGA KELEM- KETATA- [ | maclay | | awansa
TAHAN LEMBAGA PEMBERITAAN NOMLAN KEAGAMAAN BAGAAN USAHAAN ANGIAKAN KEBUTUHAN
SUB BAGLAN SUB BAGLAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUR BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Rl otoxma | | | SUBBAGIAN L ey BDNA || reNoEn PENDIDIKAN, | umusan anams | || SUEBLGIAN | | p PENGADAAN
] NARAN B ANIAN PROTOKOL HUKUM FRODUKS! summnmgﬁ« ] KESHATAN, HAN DAN IDAN FORMASI TANGGA PERBENDA
bmacins DAERAH |mzuum DAN OLAHRAGA PERAYAAN JABATAN HARAAN
e | | [z £y = o -
KETENT- SUB BAGLAN SUB SUB BAGIAN SUB BAGIAN
|| mastan pax TEMERDV. L REDAKS! | | BAGAN PENGEM- _4 EVALUAS L wssATEAK ]| | SUBBAGIAN L FETATA- naMDAN L ARSI DA
UMUM PERANGKAT PUBLIKASL ASIHUKUM POTENSI LA AN KELUARAA, NAAN KEFEGAWAIAN AKUNTANSI PENGDLIARAAN
DESA DAERAH PEREMPUAN DAN ANAK
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 111 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
STAF AHLI BUPATI1 NOMOR TAHUN 2010

TANGGAL : 2010
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BUPATI
WAKIL BUPATI
omimm e . SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PEMERINTAHAN, BIDANG KEMASY. EKONOMI DAN KEUANGAN
HUKUM DAN DAN SDM PEMBANGUNAN
POLITIK

BUPATI LAMPUNG SELATAN.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN Iv: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN TANGOAL - TN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
[ 1
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN PENDIDIKAN ;ggmﬁh;
DASAR MENENGAH INFORMAL
] ] 1]
SEKSI SEKSI SEKSI
| Tk, sD DANSIB | H SMA || PENDIDIKAN
KESETARAAN
SEKSI SEKSI SEKSI
| SMP - SMK | PAUD
SEKSH SEKSI SEKSI
KURIKULUM KURIKULUM PENDIDIKAN
— PENDIDIKAN —  PENDIDIKAN —|  MASYARAKAT
DASAR MENENGAH
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
|
BUPATI LAMPUNG SELATAN, _
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN VA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR : Tahun 2010
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TANGGAL : 2010
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
] 0
SJJ:UB‘*:EA'ANN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
G.
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN SARANA DAN
PRASARANA
SEKSI SEKSI
SEKSI | | PEMBINAAN | |  SARANA DAN
KEOLAHRAGAAN KEPEMUDAAN
SEKSI SEKSI SEKSI
| ;&%ﬁ{s é‘: | | FASILITASI & | | SARANADAN
KOORDINASI PRASARANA
KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN KEOLAHRAGAAN
SEKSI SEKSI
| | KEMITRAAN & SELEKSI || SEKSI
KEWIRAUSAHAAN KEOLAHRAGAAN KESEJAHTERAAN
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
-

RYC$ MENOZA SzP
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN #m : TAHUN gg}g
TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG .
SELATAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
I I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG JAMINAN, BIDANG BIDANG
PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN DAN
REHABILITASI SOSIAL PENGEMBANGAN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
SOSIAL
| 1 ] ]
SEKSI SEKSI
SEKSI - PELA || SEKSI
PELAYANAN SOSIAL PERLINDUNGAN DAN g “HAK'ERJA PENGERAHAN.
- PEMBERDAYAAN ASAN
DAN LANJUT USIA | KORBAN TINDAK TENAGA KERJA SELEKSI
KEKERASAN DAN
PEKERJA
SEr) MIGRAN
PELAYANAN DAN SEKSI | SEKSI
REHABILITAS! SEKS) HUBUNGAN PEMINDAHAN
- oS A penv T, | heusAL
NAKAL, KORBAN PENDAYAGUNAAN KERJA DAN NORMA PENEMPATAN
NAPZA DAN TUNA SUMBER DANA
SOSIAL - SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN
PEMBINAAN
SEKSI POTENSI SOSIAL SEKSI SEKSI
PELAYANAN DAN MASYARAKAT _l  PENYELESAIAN | | PEMBINAAN DAN
| | REHABILITAS! PERSELISIHAN DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL DAN PENINDAKAN
PENYANDANG SEKS|
CACAT | KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN DAN
KESETIAKAWANAN
SOSIAL
UNIT PELAKSANA
TEKNIS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XV} : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPLNG SELATAN

DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN NOMOR TAHUN 2010
KEINDAHAN KABUPATEN LAMPUNG TANGGAL 2010
SELATAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
| I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Ké’P","EUG':g:"m PERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN PENDAPATAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PASAR KEINDAHAN DAN PEMAKAMAN
SEKSI
SEKSI SEKSI || SEKSI
PEMBINAAN o |
PED A GAN G PENETAPAN PENYULUHAN PERTAMANAN
PASAR
SEKSI
SEKSI
PENGEMBANGAN SEKSI SEKSI | |
- DAN — PENERIMAAN —  OPERASIONAL PEMAKAMAN
PEMELIHARAAN
FASILITAS PASAR
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
|| PENGAWASAN L] PENDAPATAN | SARANA DAN —  DEKORASI
DAN KETERTIBAN L AIN-LAIN PRASARANA KOTA DAN
PASAR REKLAME
UNIT PELAKSANA
TEKNIS

BUPATI LAMPUNG SELATAN, ,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISAS) LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR TAHUN 2010
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TANGGAL : 2010
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
1 |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB
UMUM DAN PERENCANAAN BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENETAPAN PENAGIHAN PEMBUKUAN &
PELAPORAN
SEKSI SEKSI SEKS]
PENDAFTARAN PENAGIHAN
- AJAK PEMBUKUAN
PEN?Q#AAN ||:;E"rru|a%h\s'\|I PENERIMAAN DAN
PERSEDIAAN
SEKSI SEKSI
PERHITUNGAN BAGI HASILPAJAK SEKS!I
— DAN PENETAPAN 'j DAN PENDAPATAN PEMBINAAN DAN
LAIN-LAIN PENGAWASAN
SEKSI SEKS!
| | KEBERATAN DAN PEMBINAAN SEKSI
BANDING T DAN VERIFIKASI DAN
PENYULUHAN PELAPORAN
UNIT PELAKSANA
TEKNIS —,
|
BUPATI AMPUNG SELATAN,

RYCK

MENOZA SZP


Research
Rectangle


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XX . PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN PERENCANAAN NSBAL - TARUN 200
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
i |
SUB BAGIAN SUB
UMUM DAN || poneracial [] BaGiaN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMERINTAH, SARANA DAN PENELITIAN,
EKONOMI SOSIAL DAN PRASARANA PENGEMBANGAN DAN
PENGENDALIAN
BUDAYA WILAYAH PEMBANGUNAN
| | | | DAERAH
SUB BIDANG SUB BIDANG |
PERTANIAN, PEMERINTAHAN SUB BIDANG
- PERIKANAN, DAN || TATA RUANG DAN SUB BIDANG
PARIWISATA, KEPENDUDUKAN LINGKUNGAN PEMANTAUAN, DAN
KEHUTANAN DAN HIDUP ] ANALISIS
PERKEBUNAN PEMBANCUNAN
SUB BIDANG
PENDIDIKAN, SUB BIDANG
SUB BIDANG —{ KESEHATAN DAN PRASARANA SUB BIDANG
L] , INDUSTRI, DUNIA KESEJAHTERAAN | PERHUBUNGAN, PENELITIAN
USAHA, KEUANGAN SOSIAL INFOKOM PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN
PERTAMBANGAN DAN PENGAIRAN | PencENDALIAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
UNIT PELAKSANA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR

TAHUN 2010

UNIT PELAKSANA

DAN KELUARGA BERENCANA TANGGA il
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
I ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
LIMUM DAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIRN || T ERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDATAAN DAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
INFORMASI KELUARGA KELUARGA PEREMPUAN
KELUARGA BERENCANA SEJAHTERA
] 1
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMANTAUAN JAMIAN PEMBERDAYAAN | | PERLINDUNGAN
DAN ANALISA PELAYANAN | DAN KETAHANAN PEREMPUAN DAN
ey ELiaren o
KELUARGA
SUB BIDANG SUB BIDANG sg&lglgme PEE,‘;BE,E:;’:\?A‘;N,
PENGEMBANGAN KESEHATAN PENGGERAKAN ~1 PARTISIPASI AKTIF
JARINGAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN
INFORMASI REMAJA MASYARAKAT KESETARAAN
GENDER

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCHRO WMENOZA SzZp
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XXV PERAWW DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN TANGOAL | a4

LATIHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
%‘fuaﬁgm PERENCANAAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
7 |
BIDANG BIDANG BIDANG ~ BIDANG |
PENGADAAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN PEMBINAAN DAN DOKUMENTASI DAN
DAN PENGEMBANGAN PEMBERHENTIAN INFORMASI
MUTASI PEGAWAI PEGAWAJ PEGAWAI KEPEGAWAIAN
| 1 | [
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| PEﬁ%ﬁ'g‘PﬁN” gm || PENDIDIKAN | | PEMBERHENTIAN ||  DATADAN
MUTASI PEGAWAI LATIHAN PEGAWA! DAN PENSIUN DOKUMENTASI
DAN NON PEGAWAL PEGAWAI KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| | KEPANGKATAN | | PENGEMBANGAN | |  PEMBINAAN | | PENGUMPULAN,
DAN PENETAPAN KARIR PEGAWA! DISIPLIN DAN PENGOLAHAN DAN
GAl PEGAWAI KESEJAHTERAAN PENYAJIAN
PEGAWAI INFORMAS|
KEPEGAWAIAN
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
1
BUPATIHLAMPUNG SELATAN,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XX\W1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN PENANAMAN MODAL DAN NOMOR TAHON e
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Unimban || SUBBAGIAN || suB BAGIAN
KEPEGAWAIAN || PERENCANAAN || KEUANGAN
r ] |
BIDANG BIDANG PENgEh?gilAN
PENANAMAN PELAYANAN PENGAWASAN
MODAL PERIZINAN DAN PENGADUAN
— 1 ] ]
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG || PELAYANAN kj PENGERDALIAN
o PROMOSI IZIN PRINSIP PENGAWASAN
SUB BIDANG
|| SuBBIDANG L PELAYANAN L .N%ESL?SA. %ﬁN
INVESTAS! PERIZINAN PENGADUAN
TERTENTU DAN
REKLAME
UNIT PELAKSANA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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UNG SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XOVIIL : PERATURAN DAERAH KABLIPATEN LAMP
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK e TARUN 0
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
| ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
BAGIAN
SMUMDAN. || PERENCANAAN || KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
BIDANG PENGKAJIAN LINMAS DAN
KESATUAN BANGSA MASALAH SOSIAL PENANGANAN
POLITIK KONFLIK
SUB BIDANG SUB BIDANG
I PENGKAJIAN SUB BIDANG
| | KEBANGSAAN DAN — IDEOLOGI — SUMBER DAYA
PEMBARUAN POLITIK DAN MANUSIA
BANGSA SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG
ﬁUETBA'i'KAN':S SUB BIDANG | | ANALISIS POTENSI
L BANGSA PEMILU DAN DAN PENANGANAN
DEMOKRATISASI —|  HUBUNGAN KONFLIK
DAN HAK AZASI ANTAR LEMBAGA
MANUSIA
UNIT PELAKSANA,
TEKNIS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XXXXVA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN  PENANGGULANGAN oL TAHUN 2010
BENCANA DAERAH KABUPATEN L : 20
LAMPUNG SELATAN
KEPALA
SEKRETARIS DAERAH (ex-officio)
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
. Ketua : Kepala BPBD KEPALA PELAKSANA
. Anggota :
A. 5 (lima) Pejabat dari Pemerintah I |
Daerah :
: : . KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
N Raet Pidang Kesefahioraan FUNGSIONAL TATA USAHA
2. Kadis Pendidikan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kadis Sosial, Nakertrans
5. Kadis Pekerjaan Umum
B.4 (empat) Anggota dari unsur
masyarakat profesional :
- Pakar
- Profesional
- Tokoh masyarakat
[ [ |
SEKSI SEKSI SEKSI
PENCEGAHAN KEDARURATAN REHABILITASI
DAN DAN LOGISTIK DAN
KESIAPSIAGAAN REKONSTRUKSI
SATGAS
UNSUR PERANGKAT

DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XO0O(VB ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKERETARIAT DEWAN PENGURUS v TAHUN 2000
KORPRlI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
Sy OLAHRAGA, USAHA, BANTUAN
KERUASAMA SENI BUDAYA, HUKUM DAN
MENTAL DAN SOSIAL
ROHANI
BUPATILAMPUNG SELATAN,
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